85

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur :

Brotodiharjo, Santoso, Pengantar llmu Hukum Pajak, (Bandung: PT. Refika
Aditama, 2010).

Halim, Abdul, Manajemen Keuangan Daerah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN
Bunga Rampai, 2004).

Huda, Ni’matul, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Penerbit Nusa Media,
2009).

Lubis, Irwansyah, Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan
Pelaksanaan Hukum, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010).

Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: Andi, 2011).

Marzuki, M. Laica, Berjalan-jalan di Ranah Hukum, (Jakarta: Sekretariat Jenderal
& Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Buku Kesatu,
2006).

Moleong, Lexy J., Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosada
Karya, 1991).

Prakosa, Kesit Bambang, Pajak dan Retribusi Daerah, (Yogyakarta: Ull Press,
2005).

Resmi, Siti, Perpajakan Teori dan Kasus, (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

Sa’id, M. Mas’ud, Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia, (Malang: Penerbitan
Universitas Muhammadiyah, 2005).

Sari, Diana, Konsep Dasar Perpajakan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013).

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, 1986).




86

Soemitro, Ronny Hanitijio, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1988).

Suandy, Early, Perencanaan Pajak, (Jakarta: Salemba Empat, 2011).

Sumarsan, Thomas, Perpajakan Indonesia Edisi 3, (Jakarta: PT. Indeks Permata
Puri Media, 2013).

Sutopo, HB., Suatu Pengantar Kualitatif, Dasar Teori dan Praktek, (Surakarta:
Pusat Penelitian UNS, 1988).

Waluyo, Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

Zain, Mohammad, Manajemen Perpajakan, (Jakarta: Salemba Empat, 2007).

Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang
Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah Provinsi Jawa Tengah.



87

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara
Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.

Karya llmiah :

Nikho, Muhammad Yusmal, Analisis Skenario Dampak Penerapan Pajak Rokok
terhadap Fiskal Pemerintah dan Perekonomian dalam rangka Persiapan
Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Tesis, (Depok: Magister Perencanaan dan
Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2010).

Putra, Rio Hadi, Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah untuk Memenuhi
Besarnya Belanja Operasional pada Pemerintah Daerah Kota Bandung,
Skripsi, (Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, 2010).

Data Internet :

Haryanto, Joko Tri, Urgensi Pajak Rokok, (http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/ur
gensi-pajak-rokok diakses pada tanggal 30 Juni 2015.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26795/3/Chapter%?2011.pdf,
diakses pada tanggal 30 Juni 2015.
Esakip.kudus.go.id/RENSTRA.html
Diakses 30 Desember 2017

Indah, Mita Vajar, Pelaksanaan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk
Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Studi tentang Implementasi Pasal 31
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah di Kabupaten Blitar, Artikel IImiah, (Malang: Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya, 2015, diunduh dari
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/98
8/977, diakses pada tanggal 30 Juni 2015).

Novalita, Betta Sari, Peranan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Bogor, (http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/gr
aduate/economy/2006/Artikel _20200310.pdf, diakses pada tanggal 30 Juni
2015).


http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/urgensi-pajak-rokok
http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/urgensi-pajak-rokok
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26795/3/Chapter%20II.pdf
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/988/977
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/988/977
http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2006/Artikel_20200310.pdf
http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2006/Artikel_20200310.pdf
http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2006/Artikel_20200310.pdf
http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2006/Artikel_20200310.pdf

88

Sidik, Machfud, Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam
Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah,
(http://www.academia.edu/
3102063/Optimalisasi_Pajak Daerah_dan_Retribusi_Daerah_Dalam_Rangka_Me
ningkatkan_Kemampuan_Keuangan_Daerah, diakses pada tanggal 30 Juni 2015).



http://www.academia.edu/3102063/Optimalisasi_Pajak_Daerah_dan_Retribusi_Daerah_Dalam_Rangka_Meningkatkan_Kemampuan_Keuangan_Daerah
http://www.academia.edu/3102063/Optimalisasi_Pajak_Daerah_dan_Retribusi_Daerah_Dalam_Rangka_Meningkatkan_Kemampuan_Keuangan_Daerah
http://www.academia.edu/3102063/Optimalisasi_Pajak_Daerah_dan_Retribusi_Daerah_Dalam_Rangka_Meningkatkan_Kemampuan_Keuangan_Daerah
http://www.academia.edu/3102063/Optimalisasi_Pajak_Daerah_dan_Retribusi_Daerah_Dalam_Rangka_Meningkatkan_Kemampuan_Keuangan_Daerah

